BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarakan urian di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan
bahwa sebagai berikut:

1. Duduk Perkara Mahkamah Agung Nomor 1638 K/PDT/2010 Tentang Jual
Beli Tanah Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah
berupaya secara kekeluargaan baik melalui kepala lingkungan, kepala desa
setempat untuk memanggil para Tergugat dan diberikan pengertian bahwa
perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat, namun semua upaya yang telah dilakukan sia-sia
karena para Tergugat tidak mau tahu dengan tetap bertahan di tanah
sengketa sampai sekarang ini.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara
Nomor 1638 K/Pdt/2010, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh
para pihak selama proses persidangan di pengadilan tingkat pertama,
tingkat banding dan kasasi maka bahwa meneliti bukti-bukti yang diajukan
Pemohon Kasasi yaitu bukti sertifikat hak milik atas dua obyek tanah
sengketa serta akta jual beli tanah tersebut.

3. Mekanisme Mekanisme penerbitan dan peralihan hak atas tanah sejak
tahun 1988 bahwa persyaratan alas hak dalam penerbitan sertifikat hak
atas tanah berdasarkan Peraturan Penerintah Nomor 10 tahun 1961

mengacu pada persyaratan yang digunakan pada masa pemerintahan



Hindia Belanda (kultur hukum) pada masa lalu, yakni atas permohonan
yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran
tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan
dalam daftar buku-tanah. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala
Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan

hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.

. Saran

. Bahwa dalam hukum acara peradilan seorang hakim dapat memberikan
rasa keadilan bagi para pencari keadilan dengan lebih mencermati dan
meneliti seksama alat bukti yang dibuktikan oleh para pihak sehingga
kesannya dapat menghasilkan putusan (yuris prudesnsi) yang dapat
dijadikan sebagai acuan praktisi hukum berikutnya.

. Kepada hakim Mahkamah Agung dan rekan-rekan penelitian agar dapat
lebih memahami dasar dan pertimbangan seseorang hakim dalam memutus
perkara untuk melakukan wawanca yang lebih mendalam

Untuk masyarakat agar lebih cermat dan lebih teliti dalam melakukan
transaksi jual beli dan diupayakan semaksimal mungkin untuk meregistrasi
dalam rangka legalisasi kepemilikan hak atas tanahnya agar segera

mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat,
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tanggal 17 November 2019 pukul 23:24 wita.
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Bismillahirromanirrohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita
sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami
mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan ljin kepada
mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama . Pebrianti Putri Sukma W.

2. No. Mahasiswa { 617110032

3. Semester : VI (Tujuh)

3. Program Studi : limu Hukum

4. Konsentrasi . Perdata

5. judul Penelitian ¢ “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1638

K/Pdt/2010 Tentang Jual Beli Tanah Di Ampenan).”

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ataram, 25 Januari 2021
Tekan,
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PUTusay
No. 1638
DEMI KEADILAN BERD i

ASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
HKAMAH aAGgyy G

berk i
: antor di Jalan Langko No86 Kota Mataram, Mataram,
€mohon Kasasi dapyy Penggugat/Pembammg ;

melawan:
MUSLEH;

- AMARULLAH :
MAHSUN
DAL'IN ;
MAHSNN ;
SAHRI ;
BOHARY,

. MAHDI ;

. MAZWAR ;
10.INAQ ATUN ;
11.INAQ ERAH ;
12.ENAL ;
13.YASN ;
14.INAQ MRI ;
15.INAQ JOHAR |
16.DANDONG ;
17.DAMRAH ;
18.SAHR |
19.MUNAAH ;
20. MUKMIN |
21.SUKINI |

22 SADLI,

23 MAS ABU

-

© ©® N O O s W N~
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25 MISRAH ]
27‘SODN ¢
28.KUSNO AAp, .
30.INAQ NURINGAN

31 PAK SELAMET

33.SALEN.
34.ANTOK -
35.PAST) .
36.MULIYAD;
37.SAHNAN :
38.MINCEK :

39. SULAEMAN ;
40.RAFEN :
41.GAPUR :
42'GAPLEK;
43.SOLHN ;
44.PAK SADRAH :
45 MUKSN ;
46.MAHANI ;

47. SUHRMAN ;
48.M. ALI;

49 SAHRL ;
50.SUKRI ;
51.NASRI;

52 MURDAN ;
53.INAQ SAKMAH |
54 BUNYAMIN S;

55 MUJMAL |

Kesemuanya bertempat ting

Ampenan utara, Keca

Termohon Kasasl

Mahkamah Agung tersebut .

Membaca surat-surat

dahulu

yang persangkutan ;

gal di Pondok Perasi, Kelurahan

matan Ampenan, Kota Mataram
para Tergugat/ para Terbanding ;

Hal 2 dan 10hal Put No 1638 K/Pav2010
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Meni
mbang, bahwa dar Surat
Pemohon Kasas;j dahulu sep o
a

Termohon Kasasi dahy

o at tersebut ternyata bahwa sekarang
Kooy Ngugat telah mengqugat sekarang para
Pengadilan Negeri Mataram padag e o A ke, Fonsiargmn
Bahwa Peng Pokoknya atas dalil-dalil
g .
Pondok Perasi, Keluu::;nmee.::mkl 2 bidang tanah yang terletak di lingkungan
aro
dan : + Kecamatan Ampenan, kota Mataram terdini

a. Sertifikat Ha i
k Milik Nomor : 1507, luas 4024 M2 GS tanggal 11 Agustus

1988 Nomor :
b. Sertifikat :ark :;:?: /:,988 alas nama Ratna Sari Dewi (sesuai bukti P 1) ;
B NG Omor : 1508, luas 1.837 M2 GS tanggal 11 Agustus
p : -6711988 atas nama Ratna Sari Dewi (sesuai bukti P 2),
imana kedua bidang tanah tersebut terletak dalam 1 Komplek dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara - Jalan (tanah negara) ;

- Sebelah Timur : Tanah Negara, pekarangan Gusti, tanah adat;
- Sebelah Selatan > Jalan;

- Sebelah Barat : Tanah Negara, jalan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

Bahwa dua bidang tanah tersebut tercatat atas nama Penggugat Ratna
Sari Dewi yang diperoleh dari jual beli yang sah dari pemilik asal Djm Sambara
melalui kuasa berama Matius Nika Tandipare berdasarkan akte jual beli Nomor
No.76/AU/AC/VIV1996 tanggal 26 Juli 1996 luas 4.024 M2 (tanah sengketa
ad.1a) dan jual beli Nomor : 90/AUICANIIN1996, luas 1.837 M2 (tanah sengketa
ad.1.b) dibuat dihadapan PPAT Camat Ampenan dan disaksikan oleh Lurah

Ampenan Utara Wagimanto dan Staf Kantor Camat Ampenan Hariadi (sesuai
bukti P.3 dan P.4).
Bahwa pada tahun 1996 sejak dibelinya 2 bidang tanah sengketa

tersebut Penggugat melakukan penembokan keliling area tanah sengketa
dengan tujuan agar tidak dijadikan sarand umum dan tempat penggembalaan

hewan ternak olen masyarakat sekitar dan ik menjaga dan memeinara

tanah tersebut Penggugat telah menempatkan seorang penggarap |
Bahwa pada akhir tghun 1996, tanpa alasan yang jelas para Tergugat

i mpati tanah sengketa secara paksa dan melawan

oy kemudian di atasnya mendinkan bangunan-

upun semi permanen dan mengusir penggarap :

nah sengketa terse

telah memasuk m
hukum sampai sekarang ini,
bangunan rumah permanen ‘ma
(penjaga) keluar dari lokasi 18

put Bahkan para Tergugat

Hal 3 dar 10hal Put No 1638 KIPdY2010
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itu sudah sepantasnya bila i nikmati hasil tanah sengketa Oleh karena
menyerahkan tanah sengketa ergugat difukum untuk mengosongkan dan
seperti semula ; epada Penggugat dalam keadaan kosong

Bahwa gugatan i
karena itu sudah sepat:;:‘y:“;:un::di:n,gngl?m atas dasar bukli-bukti otentik
dahulu sekalipun para Tergugat melakm;aksanakan iSi' g
verzet (uit voerbaar bij voorraad) ; (PR I s T

Bahwa —

ngketa kepada orang lain (pihak ketiga) oleh
para Tergugat, maka mohon agar Pengadian meletakkan sita jami
; an sita jaminan
(conservatoir beslag) lebih dahulu ;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berupaya secara
kekeluargaan baik melalui kepala lingkungan, kepala desa setempat untuk
memanggil para Tergugat dan diberikan pengertian bahwa perbuatannya
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat,
paya yang telah dilakukan sia-sia karena para Tergugat tidak
sengketa sampai sekarang ini. Oleh
pat memperoleh haknya tersebut,
an gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram
1-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada
memberikan putusan sebagai berikut

namun semua U
mau tahu dengan tetap bertahan ditanah

karena itu satu-satunya cara untuk da
Penggugat terpaksa mengajuk

Bahwa perdasarkan ha
Pengadilan Negeri Mataram agar supaya
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan penggugat sel

dan berharga sit8 jaminan
ngketa a

uruhnya |
tersebut di atas |
dalah hak milik sah Penggugat .

_ Menyatakan sah
dan menguasal tanah

2
3. Menyatakan h
4

japa saja yang memperoleh hak

unan yand perdin di atas tanah
ta kepada penggugat dalam

sengketa atuan pihek Kepolisian Rl

4 dari 10hal Put No. 1638 kPdy2010
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L1
6. Menyatakan hukum
bahwa
putusan
sekalipun para in dapat d
. para Tergugat melakukan i jjalankan terlebih dahuu
(uit voerbaar bij voorraad) ya verzet banding maupun kasas!

7. Menghukum
ukum kepada para Tergugat uniuk
yang timbul dalam perkara ini - membayar selurh biaya perkara

g Dan/atau jika Pengadilan berpend 4
adilnya ; apat lain, mohon putusan yang seadil-
Bahwa terhada
P gugatan
mengambil putusan, yaitu puglusa il g, g e b
! nnya No.73/ Pdt G2
2009 yang amarnya sebagai berikut : 00B/PN M. tanggal & M
1. Menyata '
. "ym:a“ gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
. Menghukum Penggugat untuk '
membayar bia: rk |
Rp.1 680,000 ya perkara In sebesar
Memmbang_ bahwa dalam tingkat banding atas permohonan penggugat
putusan Pengadilan Negen tersebut telah dikuatkan oleh pengadilan Tingg!
Mataram dengan putusannya No. 140/PDT/2009/PT Mtr. tanggal 10 Desember
2009 ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kep
Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2010 kemudian terhadapnya

oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 21 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan
temyata dan akte permohonan

2010 sebagaimana
ngadilan Negen

kasasi No.73/ Pdt G/2008/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pe
nan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat

diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri tersebut pada

ada

pada tanggal 29 Januari

Mataram, permoho
alasan-alasan yang
tanggal 11 pebruar 2010

Bahwa setelah itu oleh P
tanggal 19 Pebruari 2010 telah diberitahu tentang
Penggugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memon kasas!

Menimbang, pahwa permohonan Kasasl @ quo peserta alasan-alasanfya
telah diperitahukan kepada pihak |awan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan card yang ditentukan dalam undang-undang.
maka oleh karenad itu permohonan kasasi tersebut formal dapat ditenma,
yang diajukan oleh Pemohon

ara Tergugatpara Terbanding  Yang pada
memon kasasl dan

Menimband pahwa alasan-alasan
Kasasi/Penggugal dalam memon Kasasinya tersebut pada pokoknya jalah
jan Tingg! Mataram, nyata-nyata salah menerapkan
itu terfinat dalam

putusan pengadi

1. Bahwa _
kan sebagaima

hukum/tidak menerap

5 dari 10hal. Put No 1638KIPM010
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pertimbangan  hukum
penimbangan mkunnya yang hawa mengambil  alih begity saja
pdl GJZOOSIPNM" lamapmusan Pengad;lan Neggn Mataram Mo 73/
maupun alat-alat bukt vaf:;e: pertimbangkan secara rinci fakta-fakta hukum

‘aill(an ara
adalah merupakan : . para pihak, padahal Pengadilan Tingg!
oleh para pencari k::;:d"an~ tingkat revisilpengulangan yang dirarapkan
seksama baik merya an bisa memeriksa dan mengadili secara teliti dan
sidkake: 8 nyangkut persoalan alat bukti maupun fakta hukum yang
iperti "
Putusan Pengadn:nmrmba.ngakan diingkat Pengadilan Negeri. Karenany
: , inggi Mataram tersebut di atas harus dibatalkan dalam
tingkat kasasi dengan mengadili sendiri ;
2. Bahwa oleh karena putusa '
n ; 2 )
menguatkan putusan Jud Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram, hany2
memberikan pertimb; ex Faci Pengadian Neger Mataram &P
omor kasas! angan sendiri, maka pada hakekatnya keberatan dalam
i i itu s
ini juga ditujukan atas pertimbangan-pertimbangan Judex

Facti Pengadilan Negeri Mataram |
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tingg!
Mataram telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menenma
gugatan Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi dengan alasan pihak
Tergugat tidak lengkap/kelebihan pihak, karena obyek sengketa merupakan
tempat penampungan bagi buruh dan nelayan yang tidak mempunyal
rumah, sehingga penghuninya selalu berupah-ubah, namun yang diajukan
sebagai Tergugat adalah mereka yang tinggal menetap sebagai pemilik
ta, sedangkan mereka yang menumpang
unan yang ada disana tidak periu terfibat
Oleh karenanya pertimbangan Judex Fact
lasan formalitas gugatan

pangunan di atas tanah sengke
atau sebagai penjaga dari bang
sebagai pihak dalam perkara ini.
yang tidak memeriksa pokok perkara dengan a

tersebut sangat tidak beralasan ,
acti pengadilan Negeri M
persidangan, dimana dikatak

4 Bahwa Judex F ataram telah melakukan kesalahan
nyata, dan memutar palikkan fakta an Kuasa
Penggugat tidak memperbaiki gugatan atas peberapa nama Tergugal yang
sudah tidak ada di atas tanah sengketa, padanhal pada sidang penkutnya

at melakukan perbaikan gugatan secara lisan dengan minta
dan mengganti beberapa nama Tergugat antara
kY dicoret karena meninggal dunia, sedangkan
adi INAQ ERAH, Tergugat 50 ditambanh aliasnya
fi. sedangkan Tergugat lainnya yang

jas Suk
h Tergugal adalah orang-orang yang

Hal 6 dari 10ha out NO 1638K/Pd1/2010
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Mataram hanya menerima begity saj
Negeri tanpa melakukan pemer::: PG skl Bt Peecien
persidangan ; an dengan cemmat atas berita acara
5. Bahwa demikian pua pertimbangan Jud '
saat pemeriksaan ditempat pada hari ';: Facti yang menyatakan pada
menemukan bahwa memang bene jum'at tanggal 19 Nopember telah
11, 15, 26, 31, 36, 44, 46, 4 F T RITA Jetatit sepert Torguget 7.
o e -juga- m; 7, 50, 51 dan 20 tidak ada bertempat tinggal
e el ke Tk rupakan kesalahan nyata dan pemutarbalikan
‘ acli, karena pada saat pemeriksaan setempat hanya
dilakukan pengecekan atas batas-batas tanah sengketa dan tidak pemah
melakukan pengecekan atas rumah dan orang yang tinggal di atasptanah
sengketa kecuali mengabsen siapa-siapa dan Tergugat yang menghadiri
yang menghadiri pemeriksaan setempat tersebut;
6. Bahwa Judex Facti Pengadilan Neger Mataram telah keliru dengan begitu
saja mempercayai pengakuan Tergugat tentang ketidak beradaan sebagian
Tergugat di atas tanah sengketa, tanpa didukung pembuktian, yang

kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam menyatakan gugatan

Penggugat menjadi kabur |

7 Bahwa Judex Fact Pengadilan Neger
pertimbangannya bahwa "dalam perkara ini ada kelebihan pihak karena
pihak lain yand tidak ikut menguasai tanah sengketa temyata dijadikan pihak

(ikut digugat), yang menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga

dinyatakan tidak dapat diterima " sebab kalaupun
atas tanah sengketa tidak sedikitpun akan menimbukan ke

mereka, sebab yand menjadi tuntutan dalam perkara ini menyangkut tanah

Mataram telah keliru dengan

benar mereka tidak ada di
rugian  pada

sengketa;
8. Bahwa alasan me

ur oleh Judex Facti dalam perkara
ini hanyalah meru alihkan dan meghindarkan din
rkara, karena tidak menemukan alasan untuk dapat

pokok pe
dengan pukti-bukti  yand terungkap
Facti tersebut patut untuk

nyatakan gugatan kab
pakan upaya unik meng

dari memeriksa
menolak  gugatan
dipersidangan,

dibatalkan |

Hal.7 darl 10hal. Put No |638K/PM010

Scanned by TapScanner



put

pirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi
onesia

usan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, b
ng ahwa terlepas dari  alasan-ala
mahkamah Agung berpendapat san kasasi tersebut

Bahwa pertimbangan
adanya kelebihan ptha:gdaia:\u:)ee):k:r:c?n V‘:n":kam"w"“kan e
sehingga harus dinyatakan tidak dapat di;enma ::g :a" e
karena kelebihan pihak menurut hukum acara pt;rdalz :: dapat dibenarkan,
aklah meryababkan
gugatan kabur, oleh karenanya putusan Judex Facti dalam ;
dapat dipertahankan | PSR TN

Bahwa meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi
yaitu P1. SHM No.1507, P2. SHM No.1508, P3. Akta Jual Bel
No 76/AUACIVI1996, P4. Akta Jual Beli No.SO/AUACNIVIS96 atas tanah
sengketa dan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu SUSETIO dan MASITA
ternyata Penggugat/Pemohon Kasasi berhasil membuktikan dalil gugatannya.
pahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat sedangkan para Tergugat tidak
perhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh karenamya adalan beralasan
untuk  mengabulkan gugatan Penggugat untuk  sebagian dengan uraian
sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan  dan
perdasarkan hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram, dimana temyata Tergugat 7, 11,15, 26, 31,36, 37,
44, 46, 47, 50, 51 dan Tergugat 20 tidak ada bertempat tinggal di atas obyek

sengketa maka putusan ini harus dikecualikan kepada para Tergugat yang

ternyata tidak menguasai tanah sengketa |

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan diatas, menunt pendapat
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permehonan
n Kasasi : HJ.RATNA SARI DEWI dan membatalkan

kasasi dar Pemoho
putusan pengadilan Tinggi Mataram No. 140/PDT12009/PT.Mtr. tanggal 10

Desember 2009 yang menguatkan putusan pengadilan Neger Mataram
No.73/ Pdt G/2008/PN.Mtr. tanggal 6 Mel 2009 sera Mahkamah Agung

perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan

mengadili  sendin

disebutkan dibawah ini |
Menimbang, bamwa oleh kare

rus dihukum untuk

perada di pihak yang

membayar biaya perkara dalam semud

na Termohon Kasas!

kalah, maka ha
tingkat peradilan
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. WMSQTN:;“" pasal-pasal dari Undang-Undang No 48 tahun 2009
- n
Undang.unda: NZ ;4 t:lhm:w 1985 sebagaimana yang telah diubah denqar;
s e 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
9 serta peraturan perundang-undangan lain yarg

persangkutan |

MENGADILI :

Mengabulkan pemmohonan kasasi dari Pemohon Kasasi . HJ. RATNA

SARI DEWItersebut |

Membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Mataram  No
140/PDT/2009/PT.Mtr. tanggal 10 Desember 2009 yang menguatkan putusan
pengadilan Neger No.73/ Pdt G/2008/PN.Mtr. tanggal 6 Mei 2009 |

MENGADILI SENDRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat |
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah memasuki  dan
menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum |
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dan

untuk membongkar bangunan yang berdin di atas tamah

padanya
alam keadaan kosong,

sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat d
bila periu dengan pantuan pihak Kepolisian RI
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ,
Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
secara tanggungd renteng dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat

kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus fibu rupiah).

permusyawaratan Mahkamah

utuskan dalam rapat
RUARI 2011 oleh H.DJAFNI

| 25 PEB
pkan oleh Ket.a Ma

Demikianiah dip
Agung pada han JUMAT tangga

DJAMAL,SH.MH Hakim Agung yand diteta hkamah Agung
Ketua Majells, H.SUWARDI.SH,MH dan DRS. H MUCHTAR

_Hakim Agung sebagal Anggota, dan diucapkan dalam
han itu juga oleh Ketud Majelis peserta

sebagal
ZAMZAMI SH.MH. Hakim
sidang terbuka untuk umum pada
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Hakim-Hakim ~ Anggota

tersebut dan dip
) antu oleh NA
panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pera pihak WANGSARISH MH

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Ttd/ H.SUWARDI SHMH Tid/ HDJAFNI DJAMAL SH.MH
Td/ DRS. H. MUCHTAR ZAMZAMI,SHMH '

Biaya-Biaya : Panitera Pengganti,
1. Meterai ................ = Rp.  6.000,- Ttd/ NAWANGSARISHMH
2. Redaksi .......c.cc.n. : Rp. 5.000-
3. Administrasi kasasi .... : Rp. 489.000.-
Jumlah ...........eceeee... Rp. 500.000,-
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUD! TEGUH,SH.MH
NIP 196103 198803 1 003
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